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BAB 5

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Penelitian  yang  dilakukan  menguji  8  variabel,  yaitu  satu  variabel

dependen  yang  merupakan  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan

pemerintah  provinsi,  dan  tujuh  variabel  independen  diantaranya  umur

pemerintahan, kekayaan daerah,  intergovernmental revenue,  leverage,  skpd,

temuan audit, serta opini audit. Sampel yang digunakan berjumlah 198 laporan

keuangan  dari  tahun  2012  hingga  tahun  2018  yang  mencakup  provinsi  di

Indonesia  kecuali  Provinsi Kalimantan Utara karena provinsi  tersebut tidak

termasuk  dalam  kriteria  purposive  sampling. Pengujian  hipotesis

menggunakan data regresi panel dengan software eviews versi 7.2. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di

Indonesia  dari  tahun 2012-2017 sebesar  47%. Jika dilihat  dari  rata-rata

tingkat pengungkapan pertahun, pada tahun 2012 tingkat pengungkapan

laporan  keuangan  sebesar  34%,  tahun  2013  sebsar  41%,  tahun  2014

sebesar 42%, tahun 2015 sebesar 46%, tahun 2016 sebesar 55%, dan tahun

2017  sebesar  64%.  Dengan  demikian,  tingkat  pengungkapan  laporan

keuangan sebelum diterapkan PP No 71 Tahun 2010 (2012-2014) ataupun

seseudah  diterapkan  peraturan  pemerintah  tersebut  (2015-2017)  dapat
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dikatakan  sama  baiknya  karena  setiap  tahun  pengungkapan  laporan

keuangan di Indonesia semakin meningkat. 

2. Variabel  umur  pemerintahan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap

tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

Hal ini dikarenakan  pemerintah daerah yang  berumur lebih tua  memiliki

pengalaman  dan  kemampuan  yang lebih  baik  dalam  pengungkapan

laporan keuangan sesuai dengan SAP.

3. Variabel kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini

menunjukkan bahwa jika pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah

berjumlah  besar  maka  akan  memberikan  dorongan  kepada  pemerintah

untuk  mengungkapkan  laporan  keuangan  sebagai  wujud

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

4. Variabel  intergovernmental  revenue berpengaruh  positif  signifikan

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di

Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  transfer  dana

perimbangan dari pusat ke daerah maka akan semakin tinggi pula laporan

keuangan yang diungkapkan karena sebagai bentuk pertanggungjawaban

pemerintah atas pengelolaan keuangannya kepada pihak eksternal.

5. Variabel  leverage berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini

menunjukkan  bahwa  pemerintah  terdorong  untuk  melakukan

pengungkapan  laporan  keuangan  secara  lengkap  agar  pihak  kreditur
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memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam hal pembiayaan utang.

Jadi  semakin  tinggi  proporsi  asset  yang  didanai  dengan  utang,  maka

semakin tinggi rasio  leverage  sehingga pengungkapan laporan keuangan

semakin tinggi pula.

6. Variabel  diferensiasi  fungsional  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini

dikarenakan  pemerintah  daerah  yang  memiliki  jumlah  SKPD  banyak

belum  tentu  dapat  mengungkapkan  laporan  keuangan  secara  lengkap

karena pemerintah kesulitan dalam mengontrol tingkat kepatuhan dalam

mengungkapkan laporan keuangan pada setiap SKPD.

7. Variabel temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan

laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan

BPK  akan  memberi  rekomendasi  perbaikan  kepada  pemerintah  agar

memperbaiki  temuan  audit  tersebut  dan  selanjutnya  dengan

dilaksanakannya perbaikan maka laporan keuangan akan mendapat opini

wajar sehingga temuan audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan.

8. Variabel  opini  audit  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini

menunjukkan  bahwa  pemerintah  yang  mendapat  opini  WTP  ataupun

WTPDP berarti pengungkapan dalam laporan keuangannya sudah lengkap

dan sesuai dengan SAP.
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B. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian yang telah dilakukan terdapat  beberapa keterbatasan

yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti  hanya menguji  laporan  keuangan tahun 2012 hingga 2017 dan

laporan keuangan yang diuji hanya laporan keuangan pemerintah provinsi.

2. Peneliti hanya menguji sebagian dari banyak faktor yang mempengaruhi

pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  provinsi  yaitu  umur

pemerintahan,  kekayaan  daerah,  intergovernmental  revenue,  leverage,

diferensiasi fungsional, temuan audit, dan opini audit.

3. Peneiti  hanya  menggunakan  sebagian  indeks  laporan  keuangan  yang

berfokus pada pos di neraca yaitu dari PSAP 05 hingga PSAP 09 dengan

jumlah 46 butir  checklist  pengungkapan sehingga belum mencerminkan

kondisi pemerintahan yang sebenarnya.

C. Saran

Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  saran  yang

direkomendasikan dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti laporan keuangan dengan

periode  waktu  yang  lebih  panjang  dan  tidak  hanya  meneliti  laporan

keuangan  provinsi  saja  namun  ditambah  dengan  laporan  keuangan

daerah/kota.
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2. Pelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel yang lain seperti

jumlah  penduduk,  ukuran  legislatif,  ukuran  pemerintah  daerah,  belanja

modal atau dapat menggunakan variabel kontrol.

3. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  untuk  menggunakan  indeks

pengungkapan  laporan  keuangan  yang  lebih  lengkap  misalnya

menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan SAP yang diatur pada PP

No.  71 Tahun 2010 dari  PSAP 01 tentang penyajian laporan  keuangan

hingga  PSAP  11  tentang  laporan  keuangan  konsolidasian  atau  dapat

menggunakan indeks pengungkapan pada penelitian Rahmayanti (2018).


